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ABSTRAK 

Saksi Mahkota sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang 

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana hanya berlandaskan Putusan 

Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1986 K/Pid/1989 tanggal 21 Maret 

1990. Walaupun begitu, Putusan Mahkamah Agung No. 1174 K/Pid/1994 jo. No. 

1592 K/Pid/1995 menegaskan bahwa penggunaan saksi mahkota sebaiknya 

dihindari karena dianggap bertentangan dengan hak asasi terdakwa. Pada akhirnya 

saksi mahkota telah diakui secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 

2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Praktik penggunaan 

saksi mahkota seperti mekanisme penggunaan dan pertimbangan penentuan saksi 

mahkota  dalam perkara pidana masih menimbulkan perdebatan antara kepentingan 

penegakan hukum dan perlindungan hak terdakwa.  

Metode penelitian yang diterapkan adalah yuridis empiris yang bersifat deskriptif 

analitis untuk menggambarkan kondisi hukum di lapangan. Pengumpulan data 

primer dilakukan melalui wawancara dengan Kejaksaan Negeri Yogyakarta dan 

data sekunder melalui studi dokumentasi dan telaah kepustakaan. Teori Pembuktian  

Berdasarkan Undang-Undang Secara negatif (negatif wettelijk) digunakan sebagai 

pisau analitis yang pada pokoknya menganalisis pertimbangan penuntut umum 

dalam penentuan saksi mahkota pada putusan Nomor 380/Pid.B/2024/PN Yyk. 

Hasil penelitian menunjukan mekanisme penggunaan saksi mahkota dalam putusan   

Nomor 380/Pid.B/2024/PN Yyk dan KUHAP baru mengalami perbedaan yang 

cukup signifikan. Perbedaan ini terletak pada tidak diaturnya pemisahan berkas 

perkara (splitsing) pada KUHAP baru. Walaupun begitu, dalam KUHAP baru 

terdapat persetujuan formal, perjanjian tertulis, maupun pengesahan pengadilan. 

Hal ini menunjukkan bahwa pengaturan dalam KUHAP baru mengarah pada 

mekanisme yang lebih terstruktur, transparan, dan berorientasi pada perlindungan 

hak tersangka serta prinsip fair trial. Pembuktian pada perkara a quo dengan 

menggunakan alat bukti saksi kunci oleh jaksa penuntut umum pada Kejaksaan 

Negeri Yogyakarta telah sah sesuai prosedur penggunaan saksi kunci. Disamping 

itu, keyakinan hakim dalam perkara a quo telah terpenuhi diantaranya terdakwa 

tidak memiliki alasan pemaaf, terdakwa terlibat langsung pengeroyokan, terakhir 

alat bukti saksi kunci didapatkan oleh jaksa penuntut umum secara sah, karena telah 

diakui dalam KUHAP baru. Dengan kata lain, keterangan saksi mahkota membantu 

jaksa memenuhi syarat sahnya 2 alat bukti dan untuk membangun fakta serta 

keyakinan hakim, sehingga selaras dengan sistem pembuktian negatif. 

Kata Kunci: Saksi Mahkota, Mekanisme, Pertimbangan Penuntut Umum 
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ABSTRACT 

Crown witnesses, prior to the enactment of Law Number 20 of 2025 concerning the 

Criminal Procedure Code, were solely based on the Decision of the Supreme Court 

of the Republic of Indonesia No. 1986 K/Pid/1989 dated March 21, 1990. 

Nevertheless, Supreme Court Decisions No. 1174 K/Pid/1994 in conjunction with 

No. 1592 K/Pid/1995 emphasized that the use of crown witnesses should be avoided 

because it was considered contrary to the human rights of defendants. Eventually, 

crown witnesses were explicitly recognized in Law Number 20 of 2025 concerning 

the Criminal Procedure Code. However, the practice of using crown witnesses, 

including the mechanism for their use and the considerations in determining crown 

witnesses in criminal cases, continues to generate debate between the interests of 

law enforcement and the protection of defendants’ rights. 

The research method applied in this study is empirical juridical research with a 

descriptive-analytical approach aimed at describing legal conditions in practice. 

Primary data were collected through interviews with the Yogyakarta District 

Attorney’s Office, while secondary data were obtained through documentation 

studies and literature reviews. The Negative Statutory Theory of Evidence (negatief 

wettelijk) was employed as the analytical framework, primarily to analyze the 

considerations of public prosecutors in determining crown witnesses in Decision 

Number 380/Pid.B/2024/PN Yyk. 

The results of the study indicate that the mechanism for the use of crown witnesses 

in Decision Number 380/Pid.B/2024/PN Yyk and the new Criminal Procedure Code 

(KUHAP) shows quite significant differences. These differences lie in the absence 

of provisions regarding the separation of case files (splitsing) in the new KUHAP. 

Nevertheless, the new KUHAP introduces formal approval, written agreements, 

and court authorization. This demonstrates that the regulations in the new KUHAP 

are directed toward a more structured, transparent mechanism that emphasizes the 

protection of suspects’ rights and the principle of a fair trial. The evidentiary 

process in the a quo case, through the use of key witness testimony by the public 

prosecutor at the Kejaksaan Negeri Yogyakarta, has been deemed lawful and in 

accordance with the proper procedures governing the use of key witnesses. In 

addition, the judge’s conviction in the a quo case was fulfilled based on several 

considerations, namely that the defendant had no grounds for excuse, the defendant 

was directly involved in the assault, and the crown witness evidence was lawfully 

obtained by the public prosecutor, because it has been recognized in the new 

Criminal Procedure Code.In other words, the testimony of a crown witness assists 

the public prosecutor in fulfilling the requirement of two valid pieces of evidence 

and in establishing facts and the judge’s conviction, thereby aligning with the 

negative evidentiary system. 

Keywords: Crown Witness, Mechanism, Public Prosecutor’s Consideration 
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MOTTO 

“Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan."  

(QS. Al-Insyirah: 6) 

 

“Sebab Tuhan telah berjanji setelah sempit ada kemudahan” 

-Raim Laode 

 

“Doakan usahamu, usahakan doamu” 

-Tepe46 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara hukum yang menjunjung tinggi prinsip penegakan 

hukum dan perlindungan hak asasi manusia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 

1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang 

berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Dalam mewujudkan tujuan 

tersebut, proses peradilan pidana harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum 

acara pidana yang menjamin kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap 

hak-hak setiap orang yang berhadapan dengan hukum. 

Dalam konteks hukum acara pidana, pembuktian merupakan ketentuan 

hukum yang berisi pedoman mengenai cara-cara serta alat-alat bukti yang 

dibenarkan oleh Undang-Undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan 

kepada seorang terdakwa dalam proses peradilan pidana. Pembuktian memegang 

peranan sentral karena menjadi sarana bagi hakim untuk menemukan kebenaran 

materiil, yaitu kebenaran sejati atau sesungguhnya yang mencerminkan apa yang 

sebenarnya terjadi dalam suatu tindak pidana.1 Hal ini ditegaskan dalam Pasal 183 

Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang 

menyatakan bahwa “Seorang terdakwa hanya dapat dipidana apabila hakim 

 
1 M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan 

Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali: Edisi Kedua. (Jakarta: Sinar Grafika, 

2009), hlm. 273. 
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memperoleh keyakinan berdasarkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah”.2 

Adapun alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184  ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum 

Acara Pidana, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan 

keterangan terdakwa.3 

Di antara berbagai jenis alat bukti tersebut, keterangan saksi menempati 

posisi paling dominan karena hampir semua perkara pidana memerlukan 

pembuktian melalui kesaksian bersamaan dengan pembuktian alat bukti lainnya.4 

Istilah saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 26 Kitab Undang-Undang 

Hukum Acara Pidana diartikan, “Saksi adalah orang yang dapat memberikan 

keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu 

perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”.5 

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa saksi merupakan pihak 

yang memiliki pengetahuan langsung mengenai peristiwa pidana yang terjadi dan 

berperan penting dalam membantu aparat penegak hukum memperoleh gambaran 

yang jelas dan utuh mengenai tindak pidana yang diperiksa.6 

 
2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara 

Pidana Pasal 183. 

3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara 

Pidana Pasal 184 ayat (1). 

4 Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), hlm. 199. 

5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara 

Pidana Pasal 1 angka 26. 

6 Tri Jata Ayu Pramesti, “Kekuatan Pembuktian Pengakuan Terdakwa di Persidangan”, 

diakses 2025. https://www.hukumonline.com. 

https://www.hukumonline.com/
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Dalam praktik hukum acara pidana di Indonesia, adanya mekanisme 

pemeriksaan yang memungkinkan seorang terdakwa untuk memberikan kesaksian 

terhadap terdakwa lainnya. Mekanisme ini melahirkan konsep saksi mahkota 

(kroongetuige) yang menimbulkan berbagai pandangan mengenai kedudukan dan 

legitimasi hukumnya dalam proses peradilan pidana. Adapun definisi saksi 

mahkota sendiri yaitu dikutip dari alasan pemohon kasasi (Kejaksaan) dalam 

Putusan Mahkamah Agung Nomor 2437 K/Pid.Sus/2011 yang menyebutkan 

bahwa: “Walaupun tidak diberikan suatu definisi otentik dalam Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 

mengenai saksi mahkota (kroongetuige), namun berdasarkan perspektif empirik 

maka saksi mahkota didefinisikan sebagai saksi yang berasal atau diambil dari salah 

seorang tersangka atau terdakwa lainnya yang bersama-sama melakukan perbuatan 

pidana, dan dalam hal mana kepada saksi tersebut diberikan mahkota. Adapun 

mahkota yang diberikan kepada saksi yang berstatus terdakwa tersebut adalah 

dalam bentuk ditiadakan penuntutan terhadap perkaranya atau diberikannya suatu 

tuntutan yang ringan apabila perkaranya dilimpahkan ke Pengadilan atau dimaafkan 

atas kesalahan yang pernah dilakukan”.7 

Penggunaan saksi mahkota (kroongetuige) sering kali menjadi pisau 

bermata dua. Di satu sisi, kehadiran saksi mahkota dapat menjadi instrumen yang 

efektif untuk mengungkap kejahatan yang kompleks dan terorganisir, di mana alat 

bukti lain sulit ditemukan. Hal ini khususnya relevan dalam perkara yang 

 
7 Ida Ayu Kade Chintia Dewi, et. All., Kedudukan Saksi Mahkota dalam Proses Pembuktian 

Tindak Pidana di Indonesia, Jurnal Preferensi Hukum, Vol. 4, No. 2, 2023, hlm 125. 
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melibatkan lebih dari satu pelaku penyertaan (deelneming) seperti kasus narkotika, 

korupsi atau pembunuhan, di mana para pelaku cenderung saling melindungi. 

Dengan memberikan insentif berupa penghapusan penuntutan atau tuntutan ringan, 

Jaksa dapat mendorong salah satu pelaku untuk memberikan keterangan yang jujur 

mengenai keterlibatan pelaku lainnya guna mencapai tujuan utama dari peradilan 

pidana, yaitu menemukan kebenaran materiil yang sesngguhnya.8 

Disamping itu, Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, Jaksa Penuntut 

Umum memiliki fungsi strategis sebagai pengendali perkara (dominus litis), yang 

menentukan apakah suatu perkara layak untuk diajukan ke Pengadilan. Jaksa tidak 

hanya bertugas melakukan penuntutan tetapi juga memastikan bahwa proses 

penegakan hukum berjalan secara adil, dan menjunjung tinggi asas kepastian 

hukum.  Dalam konteks penggunaan saksi mahkota, Jaksa Penuntut Umum 

memiliki kewenangan untuk menilai kelayakan penggunaan saksi tersebut dalam 

rangka memperkuat pembuktian, dengan tetap memperhatikan batasan hukum dan 

perlindungan terhadap hak terdakwa. 

Belum lama ini, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab 

Undang-Undang Hukum Acara Pidana telah digantikan dengan Undang-Undang 

Hukum Acara Pidana Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Hukum Acara Pidana 

telah resmi menyebutkan bawasannya saksi mahkota diakui keberadaannya. Dalam 

penjelasan huruf i disebutkan “Undang-Undang ini mengatur saksi mahkota yang 

merupakan tersangka atau terdakwa dengan peran ringan yang dijadikan saksi 

 
8 Irfan Maulana Muharikin, Kedudukan Saksi Mahkota Dalam Proses Peradilan Pidana Di 

Indonesia Berdasarkan Asas Non Self Incrimination, Brawijaya Law Student Journal, Vol. 4, No. 2, 

2015, hlm. 3. 
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untuk membantu mengungkap keterlibatan pelaku lain dalam perkara yang sama. 

Jika tidak ada tersangka berperan ringan, terdakwa yang mengaku bersalah dan 

membantu substantif dapat mendapat pengurangan pidana. Penunjukan Saksi 

mahkota ditentukan oleh Penuntut Umum untuk memperkuat pembuktian terhadap 

pelaku utama. Mekanisme ini harus tetap menjamin keadilan dan menghindari 

kesaksian yang dipaksakan”.9 

Sebelum diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Hukum Acara 

Pidana Nomor 20 Tahun 2025, Putusan Mahkamah Agung RI No. 1986 K/Pid/1989 

tanggal 21 Maret 1990 lebih dulu memperbolehkan Jaksa menghadirkan saksi 

mahkota dalam perkara penyertaan dengan syarat dilakukan pemisahan berkas 

(splitsing). Akan tetapi, dalam Putusan Mahkamah Agung No. 1174 K/Pid/1994 jo. 

No. 1592 K/Pid/1995 menegaskan bahwa penggunaan saksi mahkota sebaiknya 

dihindari karena dianggap bertentangan dengan hak asasi terdakwa.  Perbedaan 

pandangan dalam Putusan tersebut menunjukkan bahwa penggunaan saksi mahkota 

masih menjadi perdebatan yang cukup panas, meskipun pada akhirnya sistem 

peradilan pidana telah mengatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 20 

Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, mekanisme serta 

pertimbangan penggunaan saksi mahkota perlu mendapatkan perhatian yang serius. 

Dalam praktiknya penggunaan saksi mahkota menimbulkan pertentangan 

dari beberapa kalangan ahli hukum, diantaranya datang dari mantan Hakim Agung 

Republik Indonesia, Adi Andojo Soetjipto menyatakan bahwa cara pembuktian 

 
9 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara 

Pidana. 
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dengan menggunakan saksi mahkota tidaklah dibenarkan dan dilarang berdasarkan 

Ilmu Pengetahuan Hukum.10 Kemudian Indriyanto Seno Adji mengemukakan 

bahwasannya pengajuan saksi mahkota bertentangan dengan hak asasi manusia, 

khususnya berkaitan dengan hak terdakwa dalam proses peradilan pidana, yaitu 

melanggar asas “non self incrimination” yang secara eksplisit disebutkan dalam 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum 

Acara Pidana Pasal 240 ayat (3), yang berbunyi “Keterangan terdakwa hanya dapat 

dipergunakan terhadap dirinya sendiri”. Hal ini berarti bahwa terdakwa mempunyai 

hak untuk tidak mendakwa dirinya sendiri sejak proses penyidikan sampai dengan 

proses persidangan.11 

Perlu dipahami bahwa Asas non self incrimination sendiri merupakan asas 

yang memberikan hak kepada tersangka atau terdakwa untuk tidak dipaksa 

memberikan keterangan yang dapat digunakan untuk memberatkan atau mendakwa 

dirinya sendiri dalam proses peradilan pidana.12 Dalam praktik peradilan pidana, 

penerapan asas non self incrimination dapat mengalami penyimpangan yang 

berpotensi menimbulkan pelanggaran terhadap hak tersangka atau terdakwa. 

Beberapa kondisi yang dapat menjadi indikator atau potensi pelanggaran terhadap 

asas tersebut antara lain adanya paksaan dalam pemberian keterangan, penggunaan 

keterangan untuk memberatkan dirinya sendiri, tidak terpenuhinya hak atas bantuan 

 
10 Ilman Hadi, Definisi Saksi Mahkota, 2012, E-Law (online), 

http://www.hukumonline.com/ , diakses 5 Oktober 2025. 

11 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan The International 

Convenant On Civil and Political Right, Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 4558. 

12 Pasal 14 ayat (3) huruf g International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR). 

http://www.hukumonline.com/
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hukum, serta penggunaan keterangan saksi mahkota sebagai alat bukti utama tanpa 

didukung alat bukti lain yang sah. 

Walaupun begitu, apabila penggunaannya dilakukan secara proporsional 

dan sesuai prinsip keadilan, saksi mahkota dapat menjadi instrumen efektif dalam 

mengungkap tindak pidana yang kompleks. Dengan demikian, peran Jaksa 

Penuntut Umum menjadi penting dalam memastikan agar penggunaan saksi 

mahkota tetap berada dalam aturan hukum sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 

2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana demi tercapainya tujuan 

keadilan.13 

Terlebih dalam praktiknya Kejaksaan Negeri Yogyakarta telah menerapkan 

penggunaan saksi mahkota dalam proses pembuktian sebagaimana tertuang dalam 

Putusan Nomor 380/Pid.B/2024/PN Yyk. Pemilihan Putusan Nomor 

380/Pid.B/2024/PN Yyk sebagai objek penelitian didasarkan pada karakteristik 

perkara yang melibatkan 15 orang terdakwa dalam satu rangkaian tindak pidana. 

Banyaknya jumlah terdakwa menyebabkan proses pembuktian menjadi lebih rumit 

dibandingkan perkara pidana pada umumnya, karena Jaksa Penuntut Umum harus 

membuktikan peran dan keterlibatan dari masing-masing terdakwa secara jelas dan 

meyakinkan di hadapan majelis hakim. Selain itu, perkara ini juga sempat mendapat 

perhatian masyarakat sehingga menambah relevansi untuk diteliti. Kondisi tersebut 

menjadikan perkara ini menarik untuk dikaji lebih mendalam, khususnya terkait 

 
13 Mudzakkir, “Kebijakan Penegakan Hukum oleh Jaksa dalam Sistem Peradilan Pidana di 

Indonesia,” Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 47, No. 2 (2017), hlm. 157. 
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strategi dan pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dalam menggunakan saksi 

mahkota guna memperkuat pembuktian selama proses persidangan. 

Berdasarkan alasan tersebut, penulis tertarik untuk menjadikan Putusan 

Nomor 380/Pid.B/2024/PN Yyk sebagai fokus penelitian. Pemilihan putusan ini 

juga menjadi dasar penulis untuk melakukan penelitian di Kejaksaan Negeri 

Yogyakarta, mengingat perkara tersebut secara administratif dan fungsional berada 

dalam wilayah hukum Kejaksaan Negeri Yogyakarta. Melalui penelitian di lokasi 

tersebut, penulis dapat memperoleh data dan informasi secara langsung mengenai 

pertimbangan jaksa dalam menangani perkara, khususnya yang berkaitan dengan 

penggunaan saksi mahkota dalam proses pembuktian. Dengan demikian, penelitian 

ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai 

praktik penuntutan dalam perkara pidana yang melibatkan banyak terdakwa serta 

kontribusinya terhadap upaya pencarian kebenaran materiil dalam sistem peradilan 

pidana di Indonesia. 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa penggunaan saksi 

mahkota dalam perkara pidana masih menimbulkan perdebatan antara kepentingan 

efektivitas pembuktian dan perlindungan hak terdakwa dalam proses peradilan 

pidana. Di tengah perdebatan tersebut pemerintah telah mengakui adanya aturan 

terkait saksi mahkota yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 

tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, di mana Jaksa Penuntut 

Umum memiliki peran penting dalam menentukan saksi mahkota. Oleh karena itu, 

penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna menganalisis bagaimana 

mekanisme penentuan saksi mahkota serta pertimbangan Jaksa Penuntut Umum 
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dalam penggunaannya pada perkara pidana dengan tetap memperhatikan 

keseimbangan antara kepentingan penegakan hukum dan perlindungan hak 

terdakwa. Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik melakukan penelitian dengan 

judul “ANALISIS PERTIMBANGAN JAKSA PENUNTUT UMUM TERHADAP 

PENGGUNAAN SAKSI MAHKOTA (KROONGETUIGE) DALAM PERKARA 

PIDANA (STUDI PUTUSAN NOMOR 380/PID.B/2024/PN YYK DI 

KEJAKSAAN NEGERI YOGYAKARTA)”  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian masalah yang telah dikemukakan dalam latar belakang di atas, 

maka rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana analisis yuridis terhadap mekanisme penentuan saksi mahkota 

(kroongetuige) dalam perkara pidana Nomor 380/Pid.B/2024/PN Yyk? 

2. Bagaimana pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dalam menentukan 

penggunaan saksi mahkota dalam proses pembuktian pada putusan Nomor 

380/Pid.B/2024/PN Yyk? 

C. Tujuan dan Kegunaan 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, tujuan 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Untuk mengetahui mekanisme penentuan saksi mahkota 

(kroongetuige) dalam praktik peradilan berdasarkan Putusan Nomor 

380/Pid.B/2024/PN Yyk serta pengaturannya dalam Undang-Undang 

Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP 
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b. Untuk mengetahui pertimbangan Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan 

Negeri Yogyakarta dalam menentukan penggunaan saksi mahkota 

dalam proses pembuktian pada putusan Nomor 380/Pid.B/2024/PN 

Yyk. 

2. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Kegunaan Teoritis 

1) Memberikan kontribusi terhadap pengembangan Ilmu Hukum 

Pidana, khususnya dalam kajian mengenai penggunaan saksi 

mahkota (kroongetuige) dalam proses pembuktian perkara pidana. 

Penelitian ini berupaya memperdalam pemahaman mengenai 

bagaimana pertimbangan Jaksa Penuntut Umum berperan dalam 

menentukan penerapan saksi mahkota pada perkara pidana, 

terutama dalam konteks upaya mewujudkan kebenaran materiil. 

2) Memperkaya literatur dan kajian akademik di bidang hukum pidana 

yang pada umumnya masih menitikberatkan pada pendekatan 

normatif, dengan memberikan perspektif empiris mengenai 

pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dalam praktik penegakan 

hukum. 

3) Menambah referensi ilmiah bagi pengembangan penelitian hukum 

pidana di masa mendatang, dengan menjadi rujukan konseptual 

bagi mahasiswa, akademisi, maupun peneliti yang menelaah isu 

terkait penggunaan saksi mahkota dalam sistem peradilan pidana. 
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b. Kegunaan Praktis 

1) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi 

Jaksa Penuntut Umum dalam menentukan kebijakan serta langkah 

yang tepat dalam penggunaan saksi mahkota. Dengan demikian, 

penggunaan saksi mahkota dapat dilakukan secara hati-hati dan 

professional tanpa melangar asas fair trial maupun asas non self-

incrimination, sehingga keadilan bagi seluruh pihak tetap dapat 

terjamin. 

2) Penelitian ini dapat menjadi sumber referensi bagi akademisi dan 

mahasiswa dalam memperkaya pemahaman mengenai praktik 

pembuktian serta pertimbangan Jaksa dalam perkara pidana, 

khususnya terkait penggunaan saksi mahkota. 

3) Melalui penelitian ini, masyarakat diharapkan memperoleh 

pemahaman yang lebih luas mengenai hak-hak terdakwa serta peran 

penting Jaksa Penuntut Umum dalam sistem peradilan pidana, 

sehingga dapat menumbuhkan kesadaran hukum dan sikap kritis 

terhadap pelaksanaan penegakan hukum yang adil dan transparan. 

D. Telaah Pustaka 

Telaah pustaka merupakan bagian yang berisi tinjauan terhadap berbagai penelitian 

terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan topik penelitian yang sedang 

dilakukan. Melalui telaah pustaka, peneliti dapat memahami sejauh mana topik 

yang diteliti telah dibahas oleh peneliti sebelumnya, serta menemukan posisi 
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penelitian yang baru (research gap) agar memiliki kontribusi ilmiah yang jelas. 

Berikut beberapa penelitian dan karya ilmiah yang relevan dengan penelitian ini. 

Pertama, jurnal yang ditulis oleh I Gusti Mahendra Satria Pranata dan I 

Wayan Bela Siki Layang berjudul “Ius Constitutum dan Ius Constituendum Saksi 

Mahkota Berkaitan dengan Kepastian Kedudukannya dalam Hukum Pidana 

Indonesia”, diterbitkan dalam Jurnal Kerta Negara Vol. 11 No. 1, 2023. Dalam 

penelitian ini menguraikan kedudukan saksi mahkota dalam sistem hukum pidana 

Indonesia berdasarkan konsep ius constitutum (hukum yang berlaku) dan ius 

constituendum (hukum yang diharapkan di masa mendatang). Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa hingga kini tidak ada pengaturan yang jelas mengenai 

penggunaan saksi mahkota dalam KUHAP, sehingga praktiknya hanya bersandar 

pada yurisprudensi dan kebijakan Jaksa. Hal ini menimbulkan ketidakpastian 

hukum serta berpotensi melanggar hak-hak terdakwa.14 

Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada fokus kajian dan pendekatan 

yang digunakan. Penelitian terdahulu lebih menitikberatkan pada kajian teoretis-

normatif mengenai kedudukan saksi mahkota dalam perspektif ius constitutum dan 

ius constituendum, tanpa mengkaji penerapannya secara konkret dalam suatu 

perkara pidana. Sementara itu, penelitian ini tidak hanya mengkaji secara normatif, 

tetapi juga menggunakan pendekatan empiris dengan menelaah praktik penggunaan 

saksi mahkota dalam proses pembuktian melalui analisis Putusan Nomor 

 
14  I Gusti Mahendra Satria Pranata, I Wayan Bela Siki Layang, Ius Constitutum dan Ius 

Constituendum Saksi Mahkota Berkaitan dengan Kepastian Kedudukannya dalam Hukum Pidana 

Indonesia, Jurnal Kerta Negara, (Vol. 11 No. 1), 2023.  
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380/Pid.B/2024/PN Yyk serta didukung dengan data lapangan di Kejaksaan Negeri 

Yogyakarta. 

Kedua, jurnal yang ditulis oleh Nadia Febriani, Haryadi, dan Dessy 

Rakhmawati berjudul “Penggunaan Saksi Mahkota (Kroongetuige) dalam 

Pembuktian di Persidangan terhadap Tindak Pidana Narkotika”. Dalam penelitian 

ini dijelaskan bahwa saksi mahkota sering digunakan oleh Jaksa Penuntut Umum 

ketika alat bukti lain tidak cukup kuat untuk membuktikan kesalahan terdakwa. 

Saksi mahkota dipandang penting terutama dalam kasus yang melibatkan lebih dari 

satu pelaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun saksi mahkota 

membantu pembuktian, penggunaannya tetap harus diawasi karena berpotensi 

melanggar hak terdakwa jika tidak disertai bukti lain yang mendukung.15 

Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada ruang lingkup dan fokus 

kajian yang digunakan. Penelitian terdahulu berfokus pada penggunaan saksi 

mahkota dalam pembuktian pada tindak pidana narkotika dengan pendekatan 

normatif. Sementara itu, penelitian ini menelaah praktik penggunaan saksi mahkota 

dalam proses pembuktian melalui analisis Putusan Nomor 380/Pid.B/2024/PN Yyk 

serta didukung dengan data lapangan di Kejaksaan Negeri Yogyakarta, sehingga 

memberikan gambaran yang lebih konkret mengenai bagaimana saksi mahkota 

digunakan dalam praktik pembuktian di persidangan serta pertimbangan Jaksa 

Penuntut Umum dalam penggunaannya. 

 
15 Nadia Febriani, Haryadi, Dessy Rakhmawati, “Penggunaan Saksi Mahkota 

(Kroongetuige) Dalam Pembuktian Di Persidangan Terhadap Tindak Pidana Narkotika”, PAMPAS 

Journal of Criminal Law, Vol. 1 No. 2 (2020). 
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Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Alvia Tiar Ratnani berjudul “Penggunaan 

Saksi Mahkota dalam Proses Peradilan Pidana (Studi Pengadilan Negeri 

Mungkid)”, disusun di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah. Dalam 

penelitian ini dijelaskan bahwa penggunaan saksi mahkota belum secara tegas 

diatur dalam KUHAP, namun dalam praktiknya tetap digunakan terutama dalam 

perkara dengan pelaku lebih dari satu orang atau perkara penyertaan (deelneming). 

Penelitian ini juga menguraikan bahwa penggunaan saksi mahkota biasanya 

dilakukan ketika alat bukti lain belum cukup kuat, sehingga keterangan dari salah 

satu terdakwa digunakan untuk memperjelas peran terdakwa lainnya. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa penggunaan saksi mahkota dapat diterima selama 

memenuhi syarat tertentu, seperti adanya pemisahan berkas perkara (splitsing) dan 

tidak menjadikan keterangan saksi mahkota sebagai satu-satunya alat bukti. 

Meskipun demikian, penelitian ini juga menyoroti adanya potensi pelanggaran 

terhadap asas fair trial dan hak-hak terdakwa apabila saksi mahkota dijadikan alat 

bukti utama tanpa dukungan bukti lainnya.16 

Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada fokus kajian yang digunakan. 

Skripsi ini menitikberatkan pada kedudukan saksi mahkota dalam proses 

pembuktian di tingkat persidangan. Sementara itu, penelitian ini tidak hanya 

melihat kedudukan saksi mahkota dalam pembuktian, tetapi lebih menitikberatkan 

pada mekanisme penentuan saksi mahkota serta pertimbangan Jaksa Penuntut 

Umum dalam menentukan penggunaannya pada tahap penuntutan. Hal ini 

 
16 Alvia Tiar Ratnani, “Penggunaan Saksi Mahkota dalam Proses Peradilan Pidana (Studi 

Pengadilan Negeri Mungkid)”, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, 

2020.  
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menunjukkan bahwa penelitian ini memiliki kontribusi yang berbeda karena 

mengkaji proses pengambilan keputusan oleh Jaksa sebelum perkara diperiksa di 

persidangan. 

Keempat, jurnal yang ditulis oleh Anjani Upik Chaniago, Ismansyah, dan 

Nani Mulyati berjudul “Kepastian Hukum Penggunaan Saksi Mahkota Dalam 

Pembuktian Pidana Ditinjau dari Asas Hak Terdakwa Tidak Boleh Mendakwa 

Dirinya Sendiri (Non Self Incrimination)”, Dalam penelitian ini menjelaskan 

bahwa saksi mahkota tidak diatur secara eksplisit dalam KUHAP, terutama dalam 

Pasal 184 ayat (1) yang mengatur alat bukti yang sah. Penggunaan saksi mahkota 

hanya didasarkan pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1986 K/Pid/1989 tanggal 

21 Maret 1990, yang memperbolehkan Jaksa penuntut umum menghadirkan saksi 

mahkota dalam perkara dengan penyertaan (deelneming) dan pemisahan berkas 

(splitsing).  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan saksi mahkota tidak 

menjamin adanya kepastian hukum, karena posisi terdakwa yang dijadikan saksi 

dalam perkara lain berpotensi melanggar hak konstitusionalnya untuk tidak 

mempersalahkan diri sendiri (non self incrimination) sebagaimana tercantum dalam 

Pasal 66 KUHAP dan Pasal 14 ayat (3) huruf g International Covenant on Civil and 

Political Rights (ICCPR), dan berpendapat bahwa penggunaan saksi mahkota ini 

juga bertentangan dengan prinsip keadilan dan fair trial.17 

 
17 Anjani Upik Chaniago, Ismansyah, dan Nani Mulyati, “Kepastian Hukum Penggunaan 

Saksi Mahkota Dalam Pembuktian Pidana Ditinjau dari Asas Hak Terdakwa Tidak Boleh Mendakwa 

Dirinya Sendiri (Non Self Incrimination)”, Unes Journal of Swara Justisia, Vol. 8, No. 4, hlm. 725–

734. 2025. 
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Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada fokus permasalahan dan 

pendekatan analisis yang digunakan. Penelitian Anjani Upik Chaniago dkk 

berfokus pada kajian normatif mengenai kepastian hukum penggunaan saksi 

mahkota dalam kaitannya dengan asas non self incrimination serta perlindungan 

hak asasi terdakwa. Sementara itu, penelitian ini lebih menitikberatkan pada aspek 

praktik penegakan hukum melalui pendekatan empiris, khususnya terkait 

mekanisme penentuan dan pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dalam penggunaan 

saksi mahkota di Kejaksaan Negeri Yogyakarta. Hal ini menunjukkan bahwa 

penelitian ini tidak hanya mengkaji aspek normatif penggunaan saksi mahkota, 

tetapi juga menganalisis penerapannya secara langsung dalam praktik peradilan 

pidana. 

Kelima, skripsi yang ditulis oleh Fahri Farhansyah berjudul “Penggunaan 

Keterangan Saksi Mahkota (Kroongetuige) dalam Pembuktian Tindak Pidana 

Narkotika.” Penelitian ini membahas mengenai penggunaan keterangan saksi 

mahkota dalam pembuktian perkara narkotika dengan menitikberatkan pada praktik 

di Pengadilan Negeri Tanjung Balai. Dalam penelitiannya, Fahri menjelaskan 

bahwa penggunaan saksi mahkota diperbolehkan apabila dilakukan dengan hati-

hati dan disertai pemisahan berkas perkara (splitsing), serta tidak dijadikan satu-

satunya alat bukti dalam pembuktian. Penelitian ini juga menyoroti dasar 

pertimbangan hakim dalam menilai keterangan saksi mahkota melalui Putusan 
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Nomor 116, 117, dan 118/Pid.Sus/2019/PN.Tjb, dengan menggunakan teori 

pembuktian dan teori ratio decidendi sebagai landasan analisis.18 

Penelitian ini membahas penggunaan keterangan saksi mahkota dalam 

pembuktian tindak pidana narkotika dengan menitikberatkan pada analisis 

penerapan saksi mahkota dalam putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai. 

Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada pendekatan dan fokus kajiannya. 

Skripsi Fahri Farhansyah menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan 

menelaah penggunaan saksi mahkota pada tahap persidangan serta pertimbangan 

hakim dalam menilai kekuatan pembuktiannya melalui putusan pengadilan. 

Sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris yang berfokus 

pada mekanisme penentuan saksi mahkota serta pertimbangan Jaksa Penuntut 

Umum dalam penerapannya di Kejaksaan Negeri Yogyakarta. 

E. Kerangka Teori 

Kerangka teoritik merupakan landasan teoretis yang digunakan untuk mengkaji dan 

menganalisis masalah yang diangkat dalam sebuah penelitian ilmiah. Berikut teori 

yang menjadi acuan dalam penelitian ini : 

Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Negatif (Negatief 

Wettelijke) : 

Dalam teori pembuktian yang negatif menurut undang-undang (negatief 

wettelijke), ada dua hal yang merupakan syarat syarat sebagai berikut : 

 
18 Fahri Farhansyah, “Penggunaan Keterangan Saksi Mahkota (Kroongetuige) Dalam 

Pembuktian Tindak Pidana Narkotika”, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang. 
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1. Wettelijke, disebabkan karena alat-alat bukti yang sah dan ditetapkan oleh 

undang-undang. 

2. Negatief, disebabkan oleh karena dengan alat-alat bukti yang sah dan 

ditetapkan undang-undang saja belum cukup untuk hakim menganggap 

kesalahan terdakwa telah terbukti, akan tetapi harus dibutuhkan adanya 

keyakinan hakim.19 

Menurut sistem negatief wettelijke menghendaki hubungan causal (sebab-

akibat) antara alat-alat bukti dengan keyakinan. Alat bukti dalam sistem 

pembuktian negatief wettelijke ini telah ditentukan secara limitatif dalam undang-

undang serta bagaimana cara menggunakannya (bewijs voering) yang harus diikuti 

pula adanya keyakinan, bahwa peristiwa pidana benar terjadi dan terdakwalah yang 

bersalah. 

Sistem pembuktian ini ada persamaannya dan perbedaannya dengan teori 

pembuktian bebas. Persamaan dari teori ini adalah, untuk menghukum terdakwa 

harus ada keyakinan hakim bahwa terdakwa telah terbukti bersalah, dan keyakinan 

tersebut harus disertai alasan yang menjadi dasarnya. Perbedaannya bertitik tolak 

dari bahwa teori pembuktian negatief wettelijke menghendaki keyakinan hakim 

dengan alasan yang didasarkan pada alat bukti menurut undang-undang, kemudian 

teori pembuktian yang bebas, keyakinan hakim didasarkan kepada kesimpulan 

(conclusie) yang logis dan tidak berdasarkan undang undang. 

 
19 Martiman Prodjohamidjojo , 1983, Sistem Pembuktian dan Alat-alat Bukti, Penerbit Chalia 

Indonesia, , hal. 14 
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Sistem pembuktian merupakan hal yang penting dalam proses pemeriksaan 

perkara pidana, karena di dalamnya terdapat asas dan tata cara pembuktian yang 

digunakan sebagai aturan formal untuk menemukan kebenaran yang sesungguhnya. 

Menurut B. Bosch-Kemper menyebutkan bahwa hakim boleh menjatuhkan pidana, 

jika hakim mendapatkan keyakinan dengan alat bukti yang sah, bahwa telah terjadi 

perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Dengan kata lain, sebelumnya alat bukti 

untuk meyakinkan ini harus benar-benar sah.20 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum 

empiris (yuridis empiris) dengan metode penelitian lapangan (field research). 

Penelitian hukum empiris merupakan penelitian hukum yang mengkaji 

bagaimana hukum bekerja dan diterapkan dalam kenyataan di masyarakat (law 

ini action).21 Dalam penelitian ini, pendekatan empiris digunakan untuk 

menelaah praktik penerapan hukum acara pidana khususnya mengenai 

penggunaan saksi mahkota (kroongetuige) oleh Jaksa Penuntut Umum di 

Kejaksaan Negeri Yogyakarta. Melalui pendekatan ini, peneliti berupaya 

mengetahui sejauh mana ketentuan hukum yang berlaku terutama yang diatur 

dalam KUHAP BARU serta Putusan Mahkamah Agung diterapkan dalam 

praktik penuntutan perkara pidana, serta melihat mekanisme penentuan saksi 

 
20 Martiman Prodjohamidjojo, Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi (UU 

No. 31 Tahun 1999), Mandar Maju, Bandung, Tahun 2001, hlm. 100-101. 

21 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press, 1986, hlm 51. 
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mahkota dan pertimbangan dari jaksa penuntut umum dalam menentukan saksi 

mahkota di lapangan. 

2. Sifat Penelitian 

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis. Penelitian deskriptif bertujuan 

untuk menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-

fakta serta karakteristik objek penelitian.22 Dalam konteks penelitian ini, sifat 

deskriptif analitis digunakan untuk menelaah praktik penggunaan saksi 

mahkota (kroongetuige) oleh Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri 

Yogyakarta secara komprehensif. Hasil temuan dari lapangan kemudian 

dianalisis dengan menggunakan teori pembuktian secara negatif (negatief 

wettelijk bewijstheorie), yaitu teori pembuktian yang menekankan bahwa 

pembuktian kesalahan terdakwa harus didasarkan pada dua alat bukti yang sah 

menurut undang-undang serta keyakinan hakim untuk mencari kebenaran. 

3. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual 

(conceptual approach) dan pendekatan empiris (empirical approach). 

Pendekatan tersebut digunakan untuk mengkaji hukum tidak hanya dalam 

tataran konsep dan asas hukumnya, tetapi juga dalam penerapannya dalam 

praktik penegakan hukum. Pendekatan konseptual digunakan sebagai landasan 

teoretis untuk menelaah konsep hukum yang berkaitan dengan kewenangan 

Jaksa Penuntut Umum dalam penggunaan saksi mahkota (kroongetuige), 

 
22 Sri Mamudji, dkk. Metode Penelitian dan Penulisan Hukum. Jakarta: Badan Penerbit 

Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 2005. 
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khususnya yang berkaitan dengan teori pembuktian dan peran Jaksa dalam 

proses penuntutan perkara pidana.23 

Sementara itu, pendekatan empiris digunakan untuk mengetahui 

bagaimana konsep-konsep hukum tersebut diterapkan dalam praktik oleh Jaksa 

Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Yogyakarta. Pendekatan ini dilakukan 

melalui wawancara langsung dengan Jaksa Penuntut Umum guna memperoleh 

gambaran faktual mengenai dasar pertimbangan, kebijakan, serta kendala yang 

dihadapi Jaksa dalam penggunaan saksi mahkota di lapangan. Hasil dari 

pendekatan empiris kemudian dianalisis secara deskriptif analitis dengan 

mengaitkannya pada konsep dan teori yang digunakan dalam penelitian, 

sehingga dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai praktik 

penggunaan saksi mahkota dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. 

4. Sumber Data 

Penelitian ini menggunakan dua jenis data, yaitu data primer dan data 

sekunder:  

a. Data Primer 

Dalam hal ini, data primer diperoleh secara langsung dari lapangan, yaitu 

melalui wawancara dengan Ariyana Widayati, S.H., selaku Jaksa Fungsional 

Bidang Tindak Pidana Umum (Pidum) pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta. 

Wawancara dilaksanakan di Kantor Kejaksaan Negeri Yogyakarta pada Senin, 

13 April 2026. Melalui wawancara, peneliti berupaya mendapatkan informasi 

 
23 Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Edisi Revisi. Jakarta: Kencana. 2014. 



22 

 

 

mengenai dasar pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dalam menentukan 

penggunaan saksi mahkota, menelaah mekanisme penentuan saksi mahkota 

serta pertimbangan jaksa penuntut umum dalam menggunakan saksi mahkota. 

Data ini penting karena menggambarkan bagaimana hukum diterapkan dalam 

praktik (law in action) dan bukan hanya sebatas ketentuan tertulis dalam 

Undang-Undang.  

b. Data Sekunder 

Data sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan (library research) 

dengan mempelajari bahan-bahan hukum dan literatur yang relevan dengan 

topik penelitian. Bahan hukum primer meliputi : 

1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-

Undang Hukum Acara Pidana. 

2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-

Undang Hukum Acara Pidana. 

3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas UU 

Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia  

4) Putusan Mahkamah Agung Nomor. 2437 K/Pid.Sus/2011. 

5) Putusan Mahkamah Agung RI No. 1986 K/Pid/1989 

6) Putusan Mahkamah Agung RI No. 1174 K/Pid/1994 jo. No. 1592 

K/Pid/1995. 

Selain itu, bahan hukum sekunder meliputi literatur hukum, jurnal 

ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta pendapat para ahli hukum yang 
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berkaitan dengan kewenangan Jaksa Penuntut Umum, saksi mahkota, dan 

teori pembuktian dalam hukum acara pidana.24 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui : 

a. Studi Kepustakaan 

Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder yang 

bersumber dari bahan hukum dan literatur yang relevan dengan topik 

penelitian. Teknik ini dilakukan dengan menelaah bahan hukum primer 

seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-

Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 

tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta Putusan 

Mahkamah Agung yang berkaitan dengan penggunaan saksi mahkota 

(kroongetuige). Selain itu, peneliti juga menggunakan bahan hukum 

sekunder berupa buku literatur hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian 

terdahulu, artikel akademik, serta pendapat para ahli yang membahas 

mengenai kewenangan Jaksa Penuntut Umum, saksi mahkota, teori 

pembuktian, dan peran jaksa dalam proses peradilan pidana, dengan tujuan 

untuk membangun landasan teoretis dan yuridis dalam menganalisis data 

hasil penelitian lapangan. 

  

 
24 Nur Solikin, Pengantar Metodologi Penelitian Hukum, (Pasuruan: Qiara Media, 2021), 

hlm 118. 
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b. Wawancara 

Wawancara dilakukan secara langsung dengan Jaksa Penuntut Umum di 

Kejaksaan Negeri Yogyakarta sebagai narasumber utama. Melalui 

wawancara ini, peneliti berusaha menggali informasi mengenai 

mekanisme penentuan saksi mahkota, dasar pertimbangan Jaksa Penuntut 

Umum dalam menentukan penggunaan saksi mahkota, kedudukan saksi 

mahkota dalam pembuktian, serta bentuk penerapannya dalam praktik 

penuntutan pidana. Data yang diperoleh dari hasil wawancara digunakan 

untuk memperkuat dan melengkapi hasil analisis konseptual berdasarkan 

teori dan asas hukum yang digunakan dalam penelitian. 

c. Dokumentasi 

Teknik dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan berbagai dokumen, 

arsip, dan data tertulis yang relevan dengan topik penelitian. Data tersebut 

meliputi peraturan perundang-undangan, putusan, serta dokumen resmi 

dari Kejaksaan Negeri Yogyakarta yang berkaitan dengan penggunaan 

saksi mahkota (kroongetuige). Selain itu, dokumentasi juga mencakup 

hasil wawancara, catatan penelitian, serta referensi hukum yang digunakan 

sebagai bahan analisis. Melalui Teknik dokumentasi, peneliti memperoleh 

bukti tertulis dan data pendukung untuk memperkuat hasil penelitian dan 

memastikan keabsahan data.25 

  

 
25 Ibid, hlm. 128. 



25 

 

 

6. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik analisis 

data kualitatif. Analisis kualitatif dilakukan dengan menyusun, menafsirkan, 

dan menghubungkan data lapangan dengan teori serta ketentuan hukum yang 

berlaku. Proses analisis dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu mereduksi 

data agar fokus pada informasi yang relevan, menyajikan data dalam bentuk 

uraian naratif yang sistematis, serta menarik kesimpulan berdasarkan hasil 

temuan di lapangan. Melalui tahapan ini, peneliti berupaya menghasilkan 

analisis yang objektif serta menggambarkan kondisi nyata sesuai dengan 

tujuan penelitian.26 

7. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Kejaksaan Negeri Yogyakarta. Pemilihan lokasi 

ini dilakukan berdasarkan pertimbangan bahwa Kejaksaan Negeri Yogyakarta 

merupakan salah satu lembaga penegak hukum yang memiliki kewenangan 

dalam bidang penuntutan perkara pidana, serta mengingat bahwa perkara 

dalam Putusan Nomor 380/Pid.B/2024/PN Yyk secara administratif dan 

fungsional berada dalam wilayah hukum Kejaksaan Negeri Yogyakarta. 

Lokasi ini dipilih karena memungkinkan peneliti memperoleh data empiris 

secara langsung dari Jaksa Penuntut Umum, khususnya terkait pertimbangan 

hukum, kebijakan, serta penerapan penggunaan saksi mahkota dalam praktik 

penuntutan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

 
26 Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed 

Methods). Bandung: Alfabeta. 
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gambaran empiris mengenai praktik dan pandangan Jaksa Penuntut Umum 

terhadap penggunaan saksi mahkota dalam sistem peradilan pidana di 

Indonesia. 

G. Sistematika Pembahasan 

Penulisan skripsi ini disusun berdasarkan sistematika lima bab yang saling 

berkesinambungan dan berpedoman pada kaidah penulisan karya ilmiah hukum 

yang berlaku. Adapun penulisan skripsi ini terdiri atas lima bab yang saling 

berkaitan sebagai berikut : 

Bab I Pendahuluan, yang berisi uraian mengenai latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka 

teoritik, serta metode penelitian yang meliputi jenis penelitian, sifat dan pendekatan 

penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, lokasi 

penelitian, dan sistematika pembahasan. Bab ini menjadi dasar pemikiran dan arah 

penelitian secara keseluruhan. 

Bab II Tinjauan Pustaka dan Kerangka Teoritik, memuat pembahasan 

mengenai konsep dan teori yang relevan dengan topik penelitian, meliputi 

pengertian saksi mahkota, dasar hukum, hak dan kewajiban serta kedudukan saksi 

mahkota dalam peradilan pidana. Bab ini juga menjelaskan teori pembuktian 

berdasarkan undang-undang secara negatif (negatief wettelijke) sebagai landasan 

analisis data penelitian. 

Bab III Gambaran Umum, mengenai penerapan saksi mahkota dalam sistem 

peradilan pidana di Indonesia, sebagai dasar pemahaman konteks implementasinya 

di lapangan. Pembahasan diawali dengan penjelasan tentang mekanisme penentuan 
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saksi mahkota dalam Putusan Nomor 380/Pid.B/2024/PN Yyk berdasarkan 

KUHAP (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981), kemudian dilanjutkan dengan 

pertimbangan Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Yogyakarta dalam 

menentukan penggunaan saksi mahkota dalam perkara tersebut. 

Bab IV Hasil Penelitian dan Analisis Data, merupakan inti dari pembahasan. 

Bab ini berisi hasil penelitian lapangan yang diperoleh melalui wawancara dengan 

Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Yogyakarta, serta data sekunder dari 

dokumentasi dan studi kepustakaan. Pembahasan difokuskan pada dua poin utama 

yaitu, bagaimana mekanisme penentuan saksi mahkota serta pertimbangan Jaksa 

Penuntut Umum dalam menentukan penggunaan saksi mahkota. 

Bab V Penutup, merupakan bagian akhir dari penulisan skripsi yang berisi 

kesimpulan dan saran. Kesimpulan merangkum temuan-temuan utama penelitian, 

sedangkan saran ditujukan bagi penuntut umum dan pembuat Undang-Undang. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan pembahasan pada BAB sebelumnya penyusun menarik kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Mekanisme penentuan saksi mahkota dalam Putusan Nomor Putusan Nomor 

380/Pid.B/2024/PN Yyk masih menggunakan praktik KUHAP lama melalui 

tahapan identifikasi perkara penyertaan (deelneming), pemisahan berkas 

perkara (splitsing), penentuan calon saksi mahkota, penilaian sikap 

kooperatif, hingga penghadiran dalam persidangan untuk memperkuat 

pembuktian terhadap terdakwa lain. Namun demikian, mekanisme tersebut 

belum sepenuhnya sesuai dengan pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 

20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana karena 

belum terdapat persetujuan formal, perjanjian tertulis, maupun pengesahan 

pengadilan.  

2. Pembuktian pada perkara a quo dengan menggunakan alat bukti saksi kunci 

oleh jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta telah sah 

sesuai prosedur penggunaan saksi kunci. Disamping itu, keyakinan hakim 

dalam perkara a quo telah terpenuhi diantaranya terdakwa tidak memiliki 

alasan pemaaf, terdakwa terlibat langsung pengeroyokan, terakhir alat bukti 

saksi kunci didapatkan oleh jaksa penuntut umum secara sah, karena telah 

diakui dalam KUHAP baru. Dengan kata lain, keterangan saksi mahkota 

membantu jaksa memenuhi syarat sahnya 2 alat bukti dan untuk membangun 
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fakta serta keyakinan hakim, sehingga selaras dengan sistem pembuktian 

negatif. 

B. SARAN 

1. Bagi Penuntut Umum 

Penuntut Umum perlu lebih teliti dalam menjalankan mekanisme penentuan 

saksi mahkota, mengingat dalam KUHAP serta praktik di lapangan masih 

terdapat kekososngan hukum, terkait mekanisme pemisahan berkas perkara 

(splitsing) yang selama ini menjadi dasar penggunaan saksi mahkota. 

Mengingat pemisahan berkas perkara merupakan hal penting yang berkaitan 

dengan perlindungan hak terdakwa. 

2. Bagi Pembuat Undang-Undang 

Mengingat masih banyaknya ruang kosong yang mengatur terkait 

pertimbangan penggunaan saksi mahkota dalam KUHAP. Kedepannya 

pembuatan Undang-Undang diharapkan lebih memperhatikan ketelitian dan 

kejelasan dalam proses penyusunannya agar kepastian hukum dapat 

tercapai. 
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